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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan untuk menggambarkan akuntabilitas  
pengelolaan dana desa di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang meliputi, 
kendala yang dihadapi, dan solusi yang diberikan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, 
dengan strategi studi kasus. teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. 
Analisis datanya menggunakan teknik analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan Akuntabilitas pengelolaan dana desa Susukan Kecamatan 
Susukan Kabupaten Semarang sudah dilakukan berdasarkan unsur indikator adanya masyarakat 
yang terorganisir dan berkemampuan, pemerintahan yang responsif, kesesuaian budaya dan 
konteks serta akses terhadap informasi. Namun dalam Kendala Admintratif masih ada hal ini 
dibuktikkan dengan adanya ketidaksesuaian anggaran dana desa untuk pemberdayaan kegiatan 
TPA, dan pembinaan karang taruna tidak benar-benar disalurkan dengan tepat. Solusi yang telah 
dilakukan adalah PTPKD agar membuat daftar rincian dan mensosialisasikan kepada masyarakat 
mengenai tidak disalurkannya dana anggaran pemberdayaan TPA dan pembinaan karang taruna. 
Kata kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, Transparasi 
 
Abstract 
This study aimed to describe to describe the management accountability Village Fund in 
Susukan, Susukan subdistrict, Semarang regency covering , obstacles encountered, and the 
solutions provided. This study used a qualitative research with case study strategy. Data collected 
by observation, interview and documentation. Test the validity of the data by triangulation of data 
sources and data collection techniques. Analysis of the data using interactive analysis techniques 
through data collection, data reduction, presentation and conclusion. 
The results showed the village fund management accountability Susukan Susukan District of 
Semarang District has been done based on the element indicator organized community and capable, 
responsive governance, compliance culture and context as well as access to information. But in 
administratively Obstacles still exist it proved with the discrepancy village budget funds for the 
empowerment of the landfill activities, and coaching youth do not really channeled to the right 
target. The solution that has been done is PTPKD to make a detailed list and disseminate to the 
public regarding distribution not budget funds TPA empowerment and youth development. 





1. PENDAHULUAN  
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 
12). Dalam undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Dapat 
disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta 
urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat 
serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.  
Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk 
mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah 
pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan 
pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud 
diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.  
Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya 
mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip money 
follows function yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi 
kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.  
Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai 
kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan 
pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian 
melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang 
mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber 
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pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang 
anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan 
daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud 
keberpihakan kepada masyarakat desa.  
Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Alokasi Dana Desa (ADD)  dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun Anggaran 2015 menjelaskan arah penggunaan ADD agar didasarkan pada 
skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrenbangdes, oleh karena itu tidak boleh 
dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim 
Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim 
Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab 
maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip 
akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan.  
Kenyataannya kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait 
keterbatasan dalam keuangan desa, seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan Pengeluaran. Selain itu, di Desa 
Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang Pada tahun 2013 mengalami 
restrukturisasi aparaturnya. Oleh karena itu terkait dengan kemampuan yang dimiliki dengan 
keberadaan aparatur yang baru, maka dalam pengelolaan ADD ini dituntut akuntabilitas seseorang 
aparatur dalam pengelolaannya. Contoh lainnya seperti yang terjadi di Bringin, Kabupaten 
Semarang pada tanggal 15 Oktober 2014, mantan Kepala Desa Bringin Ilham Guppi diadili atas 
dugaan korupsi dana bantuan program desa vokasi sebesar Rp 103.000.000 diwilayahnya. Sidang 
di Pengadilan Tindak  Pidana Korupsi Semarang, Jaksa Penunutut Umum Agus Darmawajiya 
menyatakan terdakwa bersama Bendahara Desa Srining Nuryani telah menggunakan dana 
bantuan 2011-2012 tidak sesuai dengan peruntukannya (anatarajateng.com). Oleh karena itu 
terkait dengan kemampuan yang dimiliki dengan keberadaan aparatur yang baru, maka dalam 
pengelolaan dana desa ini dituntut akuntabilitas seseorang aparatur dalam pengelolaannya. 
Penelitian keuangan desa khususnya akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa 
Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang ini difokuskan pada penerapan prinsip 
akuntabilitas yang dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. 
Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa ini dimulai dari tahap perencanaan, 




Adeh (2004) dalam Fostering Accountability in Zimbabwean Civil Society menjelaskan 
bahwa akuntabilitas, transparansi dan kejujuran dalam sistem pemerintahan di Zimbabwe 
sangat tergantung pada interkoneksi faktor eksternal dan internal. Faktor ekstrenal 
membentuk lingkungan dimana Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) beroperasi, seperti nilai-
nilai budaya, urgensi sosial ekonomi dan politik.  Faktor internal berhubungan dengan 
kapasitas organisasi LSM sendiri dan struktur organisasi didalamnya. Ketika kedua faktor 
tersebut telah berjalan dengan baik maka sebuah negara telah tercipta dengan pemerintahan 
yang benar. Penelitian ini terkait dengan indikator adanya kelompok masyarakat yang 
terorganisir dan berkemampuan seperti Ibu PKK dan Karang Taruna dilibatkan dalam 
Musyawarah Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Desa. 
Lancaster (2009), dalam penelitiannya yang berjudul “The challange of the village to 
messenggers their own government” dalam Journal of Southeas Asian Research. ditemukan hasil 
penelitian yaitu masih kurang Efektif, hal ini di buktikan dengan masih adanya kegiatan proses 
pengelolaan yang belum dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, yaitu 
pada proses penyusunan rencana program/kegiatan, dan pertanggungjawaban, selain itu 
Pemerintah Desa juga belum mampu mewujudkan prinsip pengelolaan ADD dalam proses 
pengelolaannya yaitu prinsip pengelolaan yang Partisipatif, Responsif, dan Akuntabel serta 
kurang masksimalnya pengelolaan ADD yang dipengaruhi beberapa faktor kendala yaitu minimnya 
kualitas sumber daya manusia aparat desa dalam beberapa hal terbatasnya pembuatan laporan 
pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah dilakukannya. Penelitian ini terkait dengan indikator 
Pemerintah yang Responsif ditemukan kendala yaitu kurangnya efesien waktu dalam membuat 
laporan pertanggungjawaabn, serta respon masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunaan 
yang dilaksanakan serta sumberdaya manusia yang masih rendah sehingga dalam prinsip 
pemerintahan yang responsif belum bisa terlaksana pemerintahan yang good governance 
dengan baik. 
Akuntabilitas merupakan konsep yang didasarkan pada individu-individu atau 
kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang 
dilakukannya (Waluyo,2009:195). Hasil penelitian Huque (2011) dalam Accountability and 
governance: Strengthening extra-bureaucratic mechanisms in Bangladesh menjelaskan 
bahwa sistem administrasi di Bangladesh didorong oleh peraturan dan prosedur dengan 
dukungan kelembagaan yang lemah dan kompleks sehingga mekanisme internal akuntabilitas 
dalam organisasi administrasi telah menjadi tidak efektif karena kondisi politik, ekonomi dan 
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sosial yang ada,  karena di dalam sistem akntabilitas yang akan menghasilkan pemerintahan 
yang baik pula.  
Penelitian Desire (2014) dalam International Journal of Transparency and 
Accountability in Governance: Call for Papers menjelaskan bahwa transparansi dan 
akuntabilitas merupakan kunci kejayaan suatu pemerintahan. Pemerintahan yang baik akan 
menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Tata 
kelola pemerintahan yang baik memerlukan pemimpin yang baik pula. Keprofesionalan 
seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk menciptakan kejayaan di dalam pemerintahan 
yang sedang dibawanya. 
Penelitian Adeh, Lancaster, dan Huque, serta Dasire, memiliki persamaan dan perbedaan 
dengan penelitian ini. Persamaanya adalah sama-sama meneliti akuntabilitas dalam sistem 
pemerintahan, sedangkan perbedaanya yaitu penelitian Lancaster terfokus pada Tantangan dana 
desa, penelitian Adeh lebih memfokuskan pada akuntabilitas organisasi, penelitian penelitian 
Huque lebih memfokuskan pada bagian administrasi saja, Desire lebih terfokus membahas tata 
kelola kota, sedangkan penelitian ini berfokus pada akuntabilitas sosial dalam pengelolaan dana 
desa. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah ini adalah 
bagaimana akuntabilitas sosial pengelolaan dana desa di Desa Susukan Kecamatan Susukan 
kabupaten Semarang, berikut kendala dan solusinya. Tujuannya adalah untuk 
menggambarkan, mendeskripsikan kendala dan solusi akuntabilitas pengelolaan dana desa. 
2. METODE PENELITIAN 
Tempat penelitian ini di Tempat penelitian ini adalah di Desa Susukan, Kecamatan 
Susukan, Kabupaten Semarang Tahun 2016. Pemilihan tempat tersebut didasarkan pada 
pertimbangan untuk mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Waktu 
pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama empat bulan, yaitu bulan Januari samapai 
bulan April 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 
Penelitian ini menggunakan metode interaktif, karena dilakukan tehadap suatu kesatuan 
sistem yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna dan memperoleh 
pemahaman dari kasus. Subjek  penelitian ini terdiri BPD, Kepala Desa, Sekertaris Desa, 
Bendahara, PKK, Karang Taruna dan tokoh masyarakat di Desa Susukan, Kecamatan 
Susukan Kabupaten Semarang. Objek penelitian ini adalah pertanggungjawaban dana desa 
yang berdasarkan pada unsur adanya kelompok-kelompok masyarakat yang terorganissir dan 
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berkemampuan, pemerintah yang responsive, kesesuaian budaya dan konteks, serta akses 
terhadap informasi. 
Sumber data peneilitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu narasumber (informan), 
peristiwa dan dokumen atau arsip. Narasumber atau infoman terdiri dari Kepala Desa, 
Sekertaris Desa, Bendahara dan aparatur desa yang terkait, Ketua dan Wakil BPD, Ketua dan 
Wakil Ketua PKK, Ketua, Bendahara, anggota Karang Taruna, warga Susukan, Deresan. 
Peristiwa atau aktivitas yang akan diamati dalam penelitian ini adalah kegiatan atau aktivitas 
kepala desa, kepala bidang keuangan, sekertaris desa, dan ketua BPD dalam menjalankan 
tugasnya sebagai pengelolaan dana desa, seperti musyawarah rencana pembangunan desa 
(Musrenbangdes), rembug warga. Dokumen atau arsip yang menjadi sumber data dalam 
penelitian ini adalah Peraturan Bupati Semarang No 82 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Semarang, Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 
Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015. Serta Laporan Keuangan 
Penggunaan Dana Desa Susukan Tahun 2015. 
Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan 
wawancara, menelaah dokumen, maupun melakukan observasi. Dalam wawancara penelitian ini 
menggunakan teknik wawancara tidak struktur untuk memperoleh dan mengumpulkan data, 
karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis 
untuk mengumpulkan datanya, sehingga sering disebut wawancara bebas. 
Teknik analisis data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 
interaktif dari Milles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono (1992:15-19), yang 
berupa tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian ddata, dan penarikan kesimpulan 
atau verifikasi. 
Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 
Triangulasi dapat diklasifikasikan menjsdi tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik 
dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2013:127). Penelitian ini menggunakan dua macam 
triangulasi yitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan 
dengan membandingkan beberapa sumber data yaitu informan atau narasumber, seperti 
kepala desa, sekertaris desa, petugas PTPKD, bendahara desa, BPD, PKK, Karang Taruna 
dan warga. Serta dokumen LPJ keungan desa, Peraturan Bupati Semarang No 82 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Semarang, Peraturan Bupati 
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Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian 
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015. Serta 
Laporan Keuangan Penggunaan Dana Desa Susukan Tahun 2015. Triangulasi teknik dalam 
penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi untuk mendapatakan data.  
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Fokus kajian penelitian ini yaitu Akuntabilitas Sosial dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa 
Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Data-data yang diperlukan untuk menganalisis 
permasalahan diperoleh melalui wawancara dengan informan juga observasi pada peristiwa 
peristiwa atau aktivitas yang akan diamati dalam penelitian ini adalah kegiatan atau aktivitas 
kepala desa, rembug warga serta dokumen-dokumen yang berupa foto kegiatan, serta hal-hal lain 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Indikator meliputi adanya 
masyarakat yang terorganisir dan berkemampuan, pemerintah yan rensponsif, keteraitan budaya 
dan konteks, dan akses informasi. Hasil kajian dan analisis data dari berbagai sumber tersebut 
dipaparkan sebagai berikut. 
a. Akuntabilitas Sosial dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan Kecamatan Susukan 
Kabupaten Semarang 
1) Adanya kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisisr dan berkemampuan. 
Berdasarkan kutipan dan analisis data dari wawancara dan dokumentasi, dapat disimpulkan 
bahwa dalam pertanggungjawaban dana desa di Desa Susukan Kecamatan Susukan 
Kabupaten Semarang ini, sudah melibatkan para elemen lembaga dan organisasi  yang ada 
seperti BPD, karang Taruna dan Ibu PKK dalam pelibatan musyawarah desa. 
2) Pemerintah yang responsive. Berdasarkan kutipan dan analisis dari data wawancara, 
observasi dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Susukan Kecamatan Susukan 
Kabupaten Semarang sudah responsif, tanggap dan cepat dalam merespon kebutuhan 
masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan jalan aspal yang telah dilakukan 
sehingga dapat terlekasana dengan baik. 
3) Kesesuaian Budaya dan Konteks. Berdasarkan kutipan dan analisis dari data 
wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Susukan Kecamatan Susukan 
Kabupaten Semarang sudah berdasakan kesusaian budaya yang masih di pertahankan 
meskipun hanya satu dusun saja. Namun dalam keterkaitan pendanaan yang dicantumkan di 
dalam rincian anggaran tidak sesuai dengan kenyataanya.   
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4) Akses terhadap informasi. Berdasarkan kutipan dan data dari wawancara dan 
dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian informasi kepada masyarakat 
maupun kepada karang taruna sudah dilakukan dengan baik dan terbuka. Sehingga mayarakat 
dalam hal ini tidak akan mengalami kesulitan ketika saat akan ingin mengetahui tentang 
penganggaran dana desa. 
Berdasarkan kutipan dan analisis data dari wawancara, observasi dan dokumentasi di 
atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabiliats pengelolaan dana desa Susukan 
Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dilakukan berdasarkan indikator adanya 
masyarakat yang terorganisir dan berkemampuan, pemerintahan yang responsif, kesesuaian 
budaya dan konteks serta akses terhadap informasi. Untuk adanya masyarakat yang 
terorganisir dan berkemampuan sudah terbuka serta sudah melibatkan para elemen lembaga 
dan organisasi yang ada seperti BPD, karang Taruna dan Ibu PKK dalam pelibatan 
musyawarah desa. Untuk sudah responsif, tanggap dan cepat dalam merespon kebutuhan 
masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan jalan aspal yang telah dilakukan 
sehingga dapat terlekasana dengan baik. Untuk pada kesesuainan budaya pemerintah desa 
Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang sudah berdasakan kesusaian budaya  
yang masih di pertahankan meskipun hanya satu dusun saja. Namun dalam keterkaitan 
pendanaan yang dicantumkan di dalam rincian anggaran tidak sesuai dengan kenyataanya.  
Untuk akses terhadap informasi dalam pemberian informasi kepada masyarakat maupun 
kepada karang taruna sudah dilakukan dengan baik dan terbuka. Sehingga mayarakat dalam 
hal ini tidak akan mengalami kesulitan ketika saat akan ingin mengetahui tentang 
penganggaran dana desa. 
b. Kendala Akuntabilitas Sosial dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan Kecamatan 
Susukan Kabupaten Semarang 
1) Kendala Adanya kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir dan berkemampuan. 
Kendala dalam adanya keterlibatan kelompok organisasi, masyarakat kurang mengkritisi dan 
mengutarakan pendapat saran atau masukan terhadap laporan pertanggungjawaban yang 
dibuat oleh instanti yang berwenang serta kendala dalam antusias warga yang masih kurang 
dalam menghadiri rapat. Hal ini dikarenakan kesibukan kelompok organisasi dan masyarakat 
itu sendiri. 
2) Kendala Pemerintah yang Responsive. Kendala dalam pemerintahan yang responsive 
masih terdapat kendala yaitu kurangnya efesien waktu dalam membuat laporan 
pertanggungjawaabn, serta respon masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunaan yang 
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dilaksanakan serta sumberdaya manusia yang masih rendah sehingga dalam prinsip 
pemerintahan yang responsif belum bisa terlaksana pemerintahan yang good governance 
dengan baik.  
3) Kendala Kesesuaian Budaya dan Konteks.  Kendala dalam kesesuaian budaya tidak 
ada kendala terutama dalam merti desa, hanya saja dalam kegiatan TPA untuk anak-anak dan 
kehiatan pemuda  masih terdapat kendala yaitu pemerintah desa tidak menyalurkan dana yang 
sudah tercantum dalam rincian dana angaran sehingga dalam prinsip pemerintahan akuntabel 
belum bisa terlaksana pemerintahan yang good governance dengan baik.  
4) Kendala Akses Terhadap Informasi. kendala dalam akses terhadap informasi 
kurangnya kualitas sumber daya manusia, masih kurang memanfaatkan IPTEK sehingga 
pelaksanaan pemerintah belum bisa  good governance dengan baik.  
Berdasarkan kutipan di atas dan analisis data dari wawancara dan observasi di atas, 
dapat disimpilkan bahwa kendala Akuntabilitas Sosial dalam pengelolaan dana desa 
khususnya di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang meliputi kendala 
adanya masyarakat yang terorganisir yang berupa masyarakat kurang mengkritisi dan 
mengutarakan pendapat saran atau masukan terhadap laporan pertanggungjawaban yang 
dibuat oleh instanti yang berwenang serta kendala dalam antusias warga yang masih kurang 
dalam menghadiri rapat. Kendala dalam pemerintah yang responsif yaitu kurangnya efesien 
waktu dalam membuat laporan pertanggungjawaaban, serta respon masyarakat terhadap 
pelaksanaan pembangunaan dan sumber daya manusia yang kurang. Kendala dalam 
kesesuain budaya yaitu pemerintah desa tidak menyalurkan dana yang sudah tercantum 
dalam rincian dana angaran. Kendala dalam akses terhadp informasi yaitu kurangnya kualitas 
sumberdaya manusia dan kurangnya pemanfaatan IPTEK yang ada. 
c. Solusi Mengatasi Kendala Akuntabilitas Sosial dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa 
Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang 
1) Solusi Kendala Adanya Kelompok-Kelompok Masyarakat yang Terorganissir dan 
Berkemampuan. solusi untuk mengatasi kendala keterlibatan atau kurangnya partisipasi 
kelompok masyarakat yang terlibat dan warga yaitu dengan mengubah waktu pertemuan 
yang biasanya di laksanakan pada siang hari menjadi malam hari sekitar pukul jam 19.30 
WIB. Hal ini dikarenakan pada waktu malam hari kelompok organisasi yang terlibat dan 
warga sudah berada dirumah dan tidak akan terbentur dengan pekerjaan di siang hari, 
sehingga kalau malam hari bisa dapat menhadiri undangan rapat desa. 
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2) Solusi Kendala Pemerintah yang Responsif. solusi untuk kendala belum efisiennya 
waktu aparatur desa dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban yaitu dengan 
membina aparatur desa menjadi berkualiatas serta menyarakan untuk petugas PTPKD agar 
membuat daftar rincian yang mendetail mengenai perencanaan samapai pelakasanaan 
pembangunan yang akan dilakukan dan untuk kendala masalah kurangnya respon masyarakat 
seharunya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana. 
3) Solusi Kendala Kesesuaian Budaya dan Konteks. solusi yang terkait dengan 
ketidaksesuaian rincian anggaran dengan kenyataannnya maka solusi yang diberikan adalah 
pemerintah desa bisa terbuka kepada masyarakat dan memberikan penjelasan agar tidak 
terjadi kesalahpahaman. 
4)  Solusi Kendala Akses Terhadap Informasi. solusi terkait dengan informasi, sebaiknya 
pemerintah dessa membuat papan pengumuman dan website sehingga warga bisa 
mendapatkan informasi dengan mudah. 
Berdasarkan kutipan dan analisis data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi di atas, 
dapat disimpulkan bahwa solusi untuk mengatasi kendala akuntabilitas pengelolaan dana desa 
Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang meliputi solusi untuk mengatasi kendala 
keterlibatan atau kurangnya partisipasi kelompok masyarakat yang terlibat dan warga yaitu 
dengan mengubah waktu pertemuan yang biasanya di laksanakan pada siang hari menjadi 
malam hari sekitar pukul jam 19.30 WIB. Solusi dari kendala belum efisiennya waktu aparatur 
desa dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban yaitu dengan membina aparatur desa 
menjadi berkualiatas serta menyarakan untuk petugas PTPKD agar membuat daftar rincian 
yang mendetail mengenai perencanaan samapai pelakasanaan pembangunan. Solusi dari 
kendala ketidak sesuaian rincian anggaran dengan kenyataannnya maka solusi yang diberikan 
adalah pemerintah desa bisa terbuka kepada masyarakat dan memberikan penjelasan agar 
tidak terjadi kesalahpahaman. Solusi dari kendala terkait dengan informasi, sebaiknya 
pemerintah dessa membuat papan pengumuman dan website sehingga warga bisa 
mendapatkan informasi dengan mudah terkait dengan informasi, sebaiknya pemerintah dessa 
membuat papan pengumuman dan website sehingga warga bisa menddapatkan informasi 
dengan mudah. 
4. SIMPULAN 
Akuntabilitas sosial dalam pengelolaan dana desa di wilayah Desa Susukan Kecamatan 
Susukan kabupaten Semarang. dilakukan berdasarkan unsur indikator adanya masyarakat yang 
terorganisir dan berkemampuan, pemerintahan yang responsif, kesesuaian budaya dan 
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konteks serta akses terhadap informasi. Untuk adanya masyarakat yang terorganisir dan 
berkemampuan sudah terbuka serta sudah melibatkan para elemen lembaga dan organisasi 
yang ada seperti BPD, karang Taruna dan Ibu PKK dalam pelibatan musyawarah desa. Untuk 
dari pemerintah yang responsif sudah responsif, tanggap dan cepat dalam merespon 
kebutuhan masyarakat. Untuk pada kesesuainan budaya pemerintah desa Susukan Kecamatan 
Susukan Kabupaten Semarang sudah berdasakan kesusaian budaya yang masih di 
pertahankan meskipun hanya satu dusun saja. Untuk akses terhadap informasi dalam 
pemberian informasi kepada masyarakat maupun kepada karang taruna sudah dilakukan 
dengan baik dan terbuka. Sehingga mayarakat dalam hal ini tidak akan mengalami kesulitan 
ketika saat akan ingin mengetahui tentang penganggaran dana desa. 
Kendala Akuntabilitas sosial dalam pengelolaan dana desa Susukan Kecamatan Susukan 
Kabupaten Semarang. Kendala dari adanya kelompok-kelompok yang terorganissir dan 
berkemampuan  kurang mengkritisi dan mengutarakan pendapat saran atau masukan terhadap 
laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh instanti yang berwenang serta kendala dalam 
antusias warga yang masih kurang dalam menghadiri rapat. Kendala dari pemrintah yang 
responsif yaitu kurangnya efesien waktu dalam membuat laporan pertanggungjawaabn, serta 
respon masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunaan yang dilaksanakan serta sumberdaya 
manusia yang masih rendah sehingga dalam prinsip pemerintahan yang responsif belum bisa 
terlaksana pemerintahan yang good governance dengan baik. Kendala dari Kesesuaian 
Budaya dan Konteks Kendala dalam kesesuain budaya yaitu pemerintah desa tidak 
menyalurkan dana yang sudah tercantum dalam rincian dana angaran. Kendala dalam akses 
terhadp informasi yaitu kurangnya kualitas sumberdaya manusia dan kurangnya pemanfaatan 
IPTEK yang ada. 
Solusi Kendala akuntabilitas sosial dalam pengelolaan dana desa Susukan Kecamatan 
Susukan Kabupaten Semarang. Solusi Kendala dari Adanya kelompok-kelompok yang 
terorganisisr dan berkemampuan untuk mengatasi kendala keterlibatan atau kurangnya 
partisipasi kelompok masyarakat yang terlibat dan warga yaitu dengan mengubah waktu 
pertemuan yang biasanya di laksanakan pada siang hari menjadi malam hari sekitar pukul 
jam 19.30 WIB. Solusi dari kendala pemerintah yang responsif yaitu  belum efisiennya waktu 
aparatur desa dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban yaitu dengan membina 
aparatur desa menjadi berkualiatas serta menyarakan untuk petugas PTPKD agar membuat 
daftar rincian yang mendetail mengenai perencanaan samapai pelakasanaan pembangunan. 
Solusi dari kendala kesesuaian budaya dan konteks yaitu ketidaksesuaian rincian anggaran 
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dengan kenyataannnya maka solusi yang diberikan adalah pemerintah desa bisa terbuka 
kepada masyarakat dan memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Solusi 
dari kendala terkait dengan informasi, sebaiknya pemerintah dessa membuat papan 
pengumuman dan website sehingga warga bisa menddapatkan informasi dengan mudah 
terkait dengan informasi, sebaiknya pemerintah dessa membuat papan pengumuman dan 
website sehingga warga bisa menddapatkan informasi dengan mudah. 
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